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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktek Rumah Sakit 

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Rumah Sakit adalah banyak hak-hak pasien yang di 

sampingkan dalam hal perlindungan pasien salah satunya adalah pasien dalam 

hal perjanjian medis belum berjalan dengan baik, dalam transaksi medis ada hak 

dan kewajiban pasien begitupun sebaliknya ada hak dan kewajiban dokter, 

dokter sebagai penyembuh dan pasien sebagai orang yang membutukan 

pengobatan untuk disembuhkan. Kedua, tujuan penyelenggaraan rumah sakit, 

pada Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit adalah memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan 

sumber daya manusia.  

2. Kendala dan upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktek 

Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit adalah kendala yang dihadapi korban 

malpraktik dalam memperoleh perlindungan hukum dalam perundang-

undangan pidana terkait masalah medis dan kesehatan yang berlaku saat ini 

masih lemah. Kendala ini juga semakin dipertegas dengan tidak adanya 
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harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran, kesehatan 

dan praktek kedokteran dengan baik, karena tidak adanya pola yang seragam 

dan konsisten dalam pengaturan pertanggungjawaban secara hukum. Upaya 

perlindungan pasien adalah jika terjadinya malpraktek di rumah sakit sakit, 

harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau penyelesaian sengketa medis 

di luar pengadilan agar tidak merugikan kedua belah pihak.  

 

B. Saran 

1. Aturan-aturan hukum kesehatan yang berlaku disaat ini belum sepenuhnya 

dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di bidang kesehatan dan 

tidak ada ketentuan hukum yang tegas.  Seperti belum adanya aturan hukum 

pidana yang secara khusus dapat merumuskan batasan batasan suatu 

perbuatan sebagai perbuatan malpraktek dan bagaimana pertanggungjawaban 

rumah sakit sebagai badan hukum terhadap malpraktek. 

2. Diperlukan suatu penyempurnaan perangkat hukum atau undang-undang 

khusus yang mengatur masalah malpraktek untuk menjadi social control antara 

rumah sakit dan masyarakat. Sehingga tolak ukur malpraktek menjadi jelas dan 

dapat memuaskan pihak pasien sebagai korban yang telah di rugikan.  
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